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|.  PENDAHULUAN
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Il

Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan R

Senin, 13 Desember 2021

10.00 WIB

Terbuka

Mohamad Hekal., M.B.A/ Wakil Ketua Komisi VI DPR RI

Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI

Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara | Lt. Dasar
JI. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270

1.

2.

L.

Rencana Pengesahan Regional Comprehensive  Economic
Partnership ~ Agreement  (Persetujuan ~ Kemitraan ~ Ekonomi
Komprehensif Regional);

Rencana Pengesahan Comprehensive Economic Partnership
Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia
and the Government of the Republic of Korea (Perjanjian Kemitraan
Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Rl dan Pemerintah
Republik Korea);

. Rencana Pengesahan ASEAN Trade in Services Agreement

(Persetujuan Perdagangan Jasa ASEAN); dan

. Pembahasan Kenaikan Komoditas yang Berpengaruh terhadap

Inflasi, Distribusi Bahan Pokok menjelang Natal dan Tahun Baru.
36 orang dari 54 Orang Anggota Komisi VI DPR RI;

2. Menteri Perdagangan, Bapak Muhammad Lutfi;
3. Wakil Menteri Perdagangan, Bapak Jerry Sambuaga;
beserta jajaran.

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Répat membuka Rapat
Kerja dengan Menteri Perdagangan pada pukul 10.54 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk

umum.

2. Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan pada hari Senin, 13 Desember 2021, dengan acara dan
waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Mohamad Hekal.,

MBA



Il. KESIMPULAN RAPAT

1.

Komisi VI DPR RI sepakat terkait Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional
(Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement, RCEP) pengesahannya akan
dilakukan dengan Undang-Undang, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan Pasal 84 ayat (3) huruf a. karena berdampak akan menimbulkan akibat yang luas
dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara.

Komisi VI DPR Rl sepakat terkait Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah
Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (Comprehensive Economic Partnership
Agreement Between The Government of The Republic Indonesia and The Government of The
Republic of Korea, IK-CEPA) pengesahannya akan dilakukan dengan Undang-Undang, sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 84 ayat (3) huruf a.
karena berdampak akan menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang
terkait dengan beban keuangan negara.

Komisi VI DPR RI menilai rencana pengesahan Persetujuan Perdagangan Jasa Antara Negara
Anggota ASEAN (ASEAN Trade in Services Agreement, ATISA) akan secara teknis memberikan
dampak positif bagi perekonomian nasional secara mikro dan makro, sehingga ratifikasi
persetujuan tersebut akan dilakukan melalui Peraturan Presiden (Perpres).

Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Perdagangan RI untuk melakukan sosialisasi dengan
instansi terkait dan pelaku usaha nasional, setelah Peraturan Presiden mengenai Perdagangan
Jasa Antara Negara Anggota ASEAN (ASEAN Trade in Services Agreement, ATISA) disahkan dan
berlaku.

Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Perdagangan Rl untuk mengkonsultasikan setiap
tahapan dalam perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional agar kepentingan nasional
dapat diperjuangkan secara optimal.

Komisi VI DPR RI mendesak Kementerian Perdagangan untuk konsisten menerapkan kebijakan
terkait harga eceran tertinggi minyak goreng.

Catatan dari Nusron Wahid (A-302):
Dalam kestabilan harga minyak goreng saat ini, Pemerintah sebaiknya tidak menggunakan dana yang
dikelola BPDPKS.



lll. PENUTUP
Rapat ditutup pada pukul 13.35 WIB.

PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
TUA RAPAT,
\/[ A
o
Mohamad Hekal., M.B.A
A-103




